SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menimbang : a.

Mengingat :

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

bahwa dalam rangka sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Rembang Nomor
64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan



10.

11.

12.

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014
tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 122);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor
13);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 13) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 34

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari
sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan
panduan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa.

(3) Camat membentuk Tim evaluasi APB Desa yang ditetapkan
dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan
terdiri atas :

a. Ketua : Camat

b. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

c. Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT

Kecamatan terkait

(4) Materi Evaluasi APB Desa meliputi :

a. aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan
data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam
penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB
Desa;

b. aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-
peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan
Peraturan Desa dimaksud;

c. aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi
substansi dan materi terhadap RPJM Desa dan RKP Desa;
dan

d. aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang
meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

e. kesesuaian  Prioritas = Pembangunan  Daerah  dan
mekanisme yang diatur dalam pedoman penyusunan APB
Desa.

f. kesesuaian dengan pagu anggaran pada masing-masing
sumber pendapatan Desa;



g. kesesuaian dengan ketentuan prioritas penggunaan bantuan
Keuangan Provinsi/Kabupaten, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah dan Dana Desa;

h. kesesuaian dengan kode rekening kegiatan dan belanja dalam APB
Desa; dan

i. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit
meliputi :

. surat pengantar;

. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;

peraturan Desa mengenai RKP Desa;

. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan

kewenangan lokal berskala Desa;

peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;

peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan

g. berita acara hasil musyawarah BPD.
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2. Ketentuan Pasal 73 huruf d dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 73

Format :
Kode Rekening;
Peraturan Desa tentang APB Desa;
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa;
DPA Desa;
DPPA Desa;
RAK Desa;
Buku Pembantu Kegiatan;
Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran;
SPP;
. Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran;
DPAL;
Buku Kas Umum;
Buku Pembantu Kas Umum;
Kuitansi;
Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan
Laporan Pertanggung Jawaban
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

©HOT OB RTESE M0 R0 TP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Pebruari 2020

BUPATI REMBANG,
ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd
SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 7







